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TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 3 TAHUN 2OII TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 4 TAHUN 2O1 1

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Menimbang : a.

GUBERNUR ITUSA TEITG}G}ARA TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OI4 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda
KabupatenlKota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD'
APBD, Perubahan APBD, Pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang
Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lembata Nomor 3 Tahun 2}ll tentang Retribusi Jasa umum
dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lembata tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2OIl
tentang Retribusi Jasa Umum dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten L,embata tentang Perrrbahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2OIl
tentang Retribusi Jasa Usaha;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 16+91; Qp

Mengingat : 1.

b.

c.



2.

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pqjak Daerah
dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O49);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terathir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157|;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O5 Tahun 2O16
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor
2O8O);

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

9741246315J tanggal 18 Maret 2O2O Hal Penyampaian Hasil
Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten kmbata
tentang Retribusi Daerah;

ilEMUTUSKAN:

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lernbata terrtang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lrmbata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum dan Rancangan Peraturan Daeralt Kabupaten
Lembata tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten kmbata Nomor 4 Tahun 2Ol1 tentang Retribusi
Jasa Usaha.

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.
Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnazrn
terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan
Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD
melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
Keputusan ini. p,

Illemperhatikan

Menetapkan
XES/\TU

NEDUA

KETIGA

KEEMPAT



KELIMA

KEENAM

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan
Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut
menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut
dinyatakan tidak sah secara prosedural.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanegal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal L Juttt 2o2o

cl, u.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR7 SEKREp\RIS DAERAH, fi_b 7--/ /

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa ?enggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Tirnur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Irmbata di lewoleba;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di lewoleba;
7. Dirjen- Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

NIP. 19620524 198903 1014
r


